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ABSTRAK

Ridwansyah Putra, 2025. Kantor Urusan Agama Sebagai Penegak Hukum
Islam (Studi Kasus Nikah Siri Di KUA Kecamatan
Peukan Bada Aceh Besar) Tesis, Program Pascasarjana
Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. Abdul Chalim
Mojokerto. Pembimbing: Dr. Farida Ulvi Na’imah, M. HI

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Nikah Siri, Hukum Islam, Pencatatan
Nikah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Urusan Agama
(KUA) sebagai penegak hukum Islam dalam menanggulangi praktik pernikahan
siri (illegal wedding) di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan
aparat KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah gampong, serta
observasi dan dokumentasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Peukan Bada
memainkan peran penting dalam upaya pencegahan nikah siri melalui strategi
edukatif, preventif, dan kolaboratif. Strategi edukatif dilakukan melalui
penyuluhan hukum keluarga dalam forum Bimbingan Perkawinan, pengajian
desa, dan kemitraan dengan tokoh agama. Strategi kolaboratif diwujudkan
melalui kerja sama dengan pemerintah gampong untuk mendorong regulasi
sosial yang mewajibkan dokumen nikah resmi sebagai syarat administrasi
pelayanan publik. Selain itu, KUA juga menyediakan layanan konsultasi bagi
pasangan yang menghadapi kendala administratif. Peran ini menjadikan KUA
tidak hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai agen moral
dan sosial dalam penegakan hukum Islam.

Adapun praktik nikah siri di Kecamatan Peukan Bada dipengaruhi oleh
enam faktor utama, yaitu: (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan dan literasi
hukum yang rendah; (3) faktor sosial budaya yang menempatkan sahnya nikah
agama di atas legalitas negara; (4) faktor keagamaan yang disalahpahami; (5)
praktik poligami tanpa izin; dan (6) hambatan administratif seperti ketiadaan
dokumen dan birokrasi yang dianggap rumit. Keseluruhan temuan ini
menunjukkan bahwa permasalahan nikah siri tidak berdiri sendiri, melainkan
merupakan hasil dari lemahnya integrasi sistem sosial, hukum, dan pemahaman
agama. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan
intersektoral yang melibatkan KUA, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta
pemerintah lokal.
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This study aims to examine the role of the Office of Religious Affairs
(KUA) as an enforcer of Islamic law in addressing the practice of unregistered
marriages (commonly referred to as nikah siri) in Peukan Bada District, Aceh Besar
Regency, as well as to identify the contributing factors to the occurrence of such
practices. The study employs a qualitative approach using a case study method.
Data were collected through in-depth interviews with KUA officials, religious
leaders, community figures, and local village government authorities, as well as
through field observations and documentation.

The findings reveal that the KUA of Peukan Bada District plays a crucial
role in preventing unregistered marriages through educational, preventive, and
collaborative strategies. The educational strategy involves conducting family law
counseling in forums such as pre-marital guidance programs (BP4), village
religious gatherings, and partnerships with local religious leaders. The collaborative
strategy is implemented through cooperation with village governments to
encourage social regulations that require official marriage documents as
prerequisites for accessing public services. Furthermore, the KUA provides
consultation services for couples facing administrative obstacles. These roles
position the KUA not merely as an administrative body but also as a moral and
social agent in the enforcement of Islamic family law.

The practice of nikah siri in Peukan Bada District is influenced by six main
factors: (1) economic constraints, (2) low levels of education and legal literacy, (3)
socio-cultural norms that prioritize religious over civil recognition of marriage, (4)
misunderstood religious interpretations, (5) unauthorized polygamy, and (6)
administrative barriers such as lack of documentation and perceived bureaucratic
complexity. These findings indicate that the issue of nikah siri is not isolated but
results from weak integration between social systems, legal frameworks, and
religious understanding. Therefore, its resolution requires an interdisciplinary and
cross-sectoral approach involving the KUA, religious leaders, educational
institutions, and local government.
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